
 

 

 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 142 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan 

efektivitas kinerja pelayanan Penanganan Pengaduan 

Masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional 

Prosedur; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tanah Laut tentang Penanganan Pengaduan 

Masyarakat;  

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 4737); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);  

 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan 

Pengaduan Akibat Dugaan pencemaran dan/atau 

perusakan Lingkungan Hidup;  

 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintah; 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara  Republik Indonesia Nomor 32); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 

Nomor 12); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 6); 

 

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46); 

 

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2011 Nomor 50); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

7. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut 

SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan 

mengenai berbagai proses penyelenggaraan adminsitrasi 

pemerintahan. 

8. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan 

maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang 
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bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari 

usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.  

9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 

hidup yang telah ditetapkan.  

10. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang 

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. 

11. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang 

meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, 

pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan 

penyampaian perkembangan dan hasil penanganan 

pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.  

12. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau 

mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis 

pengaduan dan kewenangan penanganannya. 6. Verifikasi 

pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran 

pengaduan. 

13. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila 

tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.  

14. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar 

hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil pada instansi 

yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan 

tertentu dan diangkat oleh Menteri. 

16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil 

pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi 

persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur atau 

bupati/walikota.  

17. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan/atau daerah. 
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Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan  adalah 

untuk mengatur Standar Operasional Prosedur Penanganan 

Pengaduan Masyarakat. 

 

Pasal 3 

 

Format Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

TATA KERJA 

 

Pasal 4 

 

1. Setiap Pejabat dan pelaksana standar opersional prosedur, 

wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem 

dan ketentuan yang berlaku. 

2. Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar 

operasional prosedur, wajib membangun komitmen tinggi  

untuk mendukung pelaksanaannya. 

3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur, wajib mengembangkan koord`inasi 

dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan 

tugas. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam  Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 29 Desember 2015 

  BUPATI TANAH LAUT, 

 

             Cap ttd 

 

H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 29 Desember 2015 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT,         

 

              Cap ttd 

 

         H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 549   

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


